PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 106 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK
PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa dalam upaya untuk melaksanakan ketentuan

dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 78
Tahun 2023 tentang Klasifikasi dan Besaran
Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan;

bahwa untuk memfasilitasi dinamika nilai jual objek
pajak serta meningkatkan kepastian hukum, keadilan
dan meningkatkan pelayanan bagi wajib Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu diubah;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 78 Tahun 2023 tentang Klasifikasi dan
Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Perdesaan Dan Perkotaan;



Mengingat

1.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat,
dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
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13.
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15.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024
tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka
Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81
Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam
Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi
Perpajakan;

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85
Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 1);
Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2023
tentang Klasifikasi Dan Besaran Persentase Nilai Jual
Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 78);



Menetapkan
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16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 29);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG
KLASIFIKASI DAN BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1
Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Gresik Nomor
78 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Dan Besaran
Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023
Nomor 78), diubah sebagai berikut :

Pasal 3

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
terdiri atas NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

(2) Klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal nilai jual Bumi sebagai Objek Pajak lebih
besar dari nilai jual tertinggi dalam klasifikasi NJOP
Bumi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini,
maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai
NJOP Bumi.

(3) Dalam hal nilai jual Bangunan sebagai Objek Pajak
lebih besar dari nilai jual tertinggi dalam klasifikasi
NJOP Bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati ini, maka nilai jual Bangunan tersebut

ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.
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(4) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan/atau NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,
TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR DAERAH 107



